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MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/767 /2025
TENTANG
PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN EMPAT PULUH LIMA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
spesialistik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter
spesialis di seluruh Indonesia melalui pendayagunaan
dokter spesialis;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Kesehatan tentang Peserta Pendayagunaan
Dokter Spesialis Angkatan Empat Puluh Lima Tahun
2025;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022
tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan
Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1246);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1048);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan
Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan
Dokter Spesialis;

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/1320/2023 tentang Penambahan
Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan

Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN EMPAT
PULUH LIMA TAHUN 2025.
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Menetapkan Peserta Pendayagunaan Dokter Spesialis
Angkatan Empat Puluh Lima Tahun 2025 yang selanjutnya
disebut Peserta.
Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
terdiri atas dokter spesialis anak, spesialis obstetri dan
ginekologi, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah,
spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis patologi klinik,
spesialis kedokteran jiwa, dan spesialis bedah toraks dan
kardiovaskular.

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

terdiri atas:

a. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak
langsung yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil
Negara;

b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak
langsung yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
dan

c. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung
baik yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara
maupun yang bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil
Negara.

Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta penerima

bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA huruf a tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

Daftar nama dan lokasi penempatan Peserta penerima

bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA huruf b dan huruf c ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Jangka waktu penempatan Peserta sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEEMPAT selama 12 (dua belas) bulan

terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025.

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

kkfé\tan'at Jénderal Kementerian Kesehatan,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/767/2025
TENTANG

PESERTA PENDAYAGUNAAN DOKTER
SPESIALIS ANGKATAN EMPAT PULUH
LIMA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN
PESERTA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SECARA TIDAK
LANGSUNG YANG BUKAN BERSTATUS SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA
ANGKATAN EMPAT PULUH LIMA TAHUN 2025

Nama Rumah Sakit Kabupaten/ Provinsi Lama
Kota Penugasan
dr. I Wayan Ardita, | RSUD Kepulauan Sumatera 12 bulan
Sp.A Kepulauan Mentawai Barat
Mentawai
dr. I Ketut Yoshi RSUD Kab. Kepulauan Riau 12 bulan
Cahyana, Sp.A Kepulauan Meranti
Meranti
dr. Angela Putri, RSUD Borong Manggarai Nusa 12 bulan
Sp.OG Timur Tenggara
Timur
dr. Robby Rinaldi RSUD Kalabahi | Alor Nusa 12 bulan
Widodo, Sp.OG Tenggara
Timur
dr. Dewa Nyoman RSUD Sabu Sabu Raijua | Nusa 12 bulan
Putra Adiwinata, Raijua Tenggara
Sp.B Timur
dr. Agatha Vamela, | RSUD Sultan Kayong Utara | Kalimantan | 12 bulan
Sp.OG Muhammad Barat
Jamaludin 1
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No Nama Rumah Sakit Kabupaten/ Provinsi Lama
Kota Penugasan

7 | dr. Kevin Stanley RSUD Kuala Seruyan Kalimantan | 12 bulan
Halim, Sp.OG Pembuang Tengah

8 | dr. Elsa Fitriani, RSUD Muara Barito Utara | Kalimantan | 12 bulan
Sp.PK Teweh Tengah

9 | dr. Surya RSUD Muara Barito Utara | Kalimantan | 12 bulan
Pradnyana Putra, Teweh Tengah
Sp.KJ

10 | dr. Hartanto, Sp.B | RSUD Pangeran | Kota Baru Kalimantan | 12 bulan

Jaya Sumitra Selatan

11 | dr. Shalahuddin, RS Pratama Nunukan Kalimantan | 12 bulan
Sp.OG Sebuku Utara

12 | dr. Desi Purnama RS Pratama Nunukan Kalimantan | 12 bulan
Sari, Sp.A Sebuku Utara

13 | dr. Prasetio RSUD Wakai Tojo Una- Sulawesi 12 bulan
Kirmawanto, Una Tengah
M.Kes, Sp.PD

14 | dr. Dewa Nyoman RSUD Buton Buton Sulawesi 12 bulan
Krisna Ari Jaya, Tengah Tengah Tenggara
Sp.OG

15 | dr. Fitria Arianty RSUD Kolaka Kolaka Timur | Sulawesi 12 bulan
Rasyid Thaha, Timur Tenggara
Sp.OG

16 | dr. Irfan F. Sjattar, | RSUD Kab. Muna Barat | Sulawesi 12 bulan
Sp.An-TI Muna Barat Tenggara
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No Nama Rumah Sakit Kabupaten/ Provinsi Lama
Kota Penugasan

17 | dr. Muh. Ramdhan | RSUD Buton Buton Utara | Sulawesi 12 bulan
Hidayat, Sp.PD Utara Tenggara

18 | dr. Joshua RSUD Prof. Dr. | Kota Gorontalo 12 bulan
Parsaoran Partogi H. Aloei Saboe | Gorontalo
Pardede, Sp.BTKV

19 | dr. Kevin Cherlie, RSUD Mamuju | Mamuju Sulawesi 12 bulan
Sp.A Tengah Tengah Barat

20 | dr. Muh. Gatra RSUP Dr. J. Kota Ambon | Maluku 12 bulan
Pratama, Sp.KJ Leimena

Salinan sesuai dengan aslinya

a5» Kemenkes

——Kepala Biro Hukum

kfetan'at Jénderal Kementerian Kesehatan,

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN
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